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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Sanksi Hukum Bagi Mucikari dan Fasilitator dalam Praktik
Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP”, dan yang menjadi pokok
permasalahannya yaitu bagaimana sanksi hukum bagi mucikari dan fasilitator
dalam praktik prostitusi diatur pada kedua hukum pidana positif dan Islam.
apakah mercka dijatuhi hukuman yang berat hingga mendapatkan efek jera. Untuk
memberikan penjelasan mengenai sanksi hukum yang berlaku bagi mucikari dan
fasilitator pada praktik prostitusi menurut hukum pidana Islam. skripsi ini
menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu melihat ketentuan-ketentuan
hukum yang ada. Selain itu, sumber data yang digunakan terdiri dari sumber
primer. yaitu Al-Qu'ran, Hadist, dan KUHP yang membahas sanksi hukum bagi
fasilitator prostitusi dan mucikari. Sumber sekunder, yaitu berbagai buku, jurnal,
makalah. majalah. dan akses internet, digunakan sebagai referensi dan sumber
pelengkap penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kitab Undang-undang
Hukum Pidana Pasal 506 dan 296, serta Undang-Undang No 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45
mengatur mengenai sanksi hukum bagi mucikari yang melaksanakan praktik
prostitusi online. Berdasarkan Hukum Pidana Islam, mucikari dan fasilitator
prostitusi dijatuhi hukuman takzir, yaitu hukuman yang tidak diatur oleh Al-
Qur'an dan Hadits. Jika mereka terlibat dalam praktik prostitusi. mereka dijatuhi
huhuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda sebesar
Rp13.000.00. Menurut Hukum Pidana Islam, ketentuan yang melibatkan sanksi
hukum terhadap fasilitator serta mucikari pada praktik prostitusi ini memiliki efek
Jera yang lebih besar. yang membuat para pelaku berhenti melakukan tindakan
vang sama. Jika dibandingkan dengan hukum pidana positif. hukuman yang
diberikan oleh hukum Islam terhadap mucikari serta fasilitator prostitusi kurang
tegas. :

Kata Kunci: Mucikari. Fasilitator, Prostitusi.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, praktek prostitusi semakin merajalela yang pelakunya sangat
bervariasi, ironisnya negara yang menjunjung tinggi norma, adat, dan agama
ternyata masih banyak terjadi masalah-masalah sosial, seperti prostitusi yang mana
salah satu pelaku dari perbuatan ini yaitu mucikari serta fasilitator untuk membantu
terlaksananya praktek prostitusi.

Secara etimologis, istilah prostitusi berasal dari bahasa Latin prosituare, yang
berarti menawarkan, membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan
persundalan, atau pencabulan.! Seorang pelaku mucikari serta fasilitator prostitusi
menggunakan aktivitas ini sebagai sumber pendapatan mereka. Praktik ini bukan
hal baru di Indonesia hingga di seluruh dunia, dikarenakan keduanya merupakan
bentuk zina yang telah ada sejak lama.

Mucikari adalah seorang laki-laki maupun perempuan yang hidup seolah
didanai oleh pekerja seks komersial yang hidup bersamanya, membantunya
mencarikan pelanggan dan mendapatkan bagian hingga mendapat keuntungan dari
pekerjaan pekerja seks komersial. Dengan kata lain, orang yang mengambil
keuntungan dari situasi ini adalah orang yang tidak bermoral. Mucikari sangat
umum di masyarakat. Namun, anggota masyarakat sulit untuk mengajukan

pengaduan karena tindak pidana mucikari ini merupakan delik biasa atau delik

! Butje Tampi, Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana
Indonesia, (Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado, 2010), him. 56.

1



umum, karena tindak pidana ini biasanya dilakukan dengan cara sembunyi.?

Seseorang yang membantu pekerja seks komersial dan pembeli seks dalam
praktik prostitusi didefinisikan sebagai fasilitator pada praktik prostitusi, yang
melakukan perbuatan zina dengan menyediakan dan menyiapkan lokasi
perzinahan®. Baik pada hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, menjadi
fasilitator serta mucikari pada praktik prostitusi merupakan tindak pidana yang
melanggar dan bertentangan dengan nilai kesopanan dan nilai kesusilaan.

Secara yuridis, mucikari dan fasilitator berarti seorang lelaki maupun
perempuan yang menyajikan wanita (pekerja seks komersial), menyajikan lokasi
perbuatan zina dilakukan, serta meraup keuntungan dari praktik prostitusi. Dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan yang dilaksanakan
mucikari serta fasilitator tersebut dianggap melanggar peraturan yang ditetapkan
pada undang-undang terkait.

Tiga komponen penting terdiri dari prostitusi, pekerja seks komersial,
pemakai jasa pekerja seks komersial, dan mucikari. Mucikari ini memainkan peran
penting dalam mencari klien yang akan menggunakan jasa pekerja seks komersial
dan memudahkan mereka untuk bertemu satu sama lain. Mucikari sangat berperan
dalam mengatur berbagai aspek hubungan antara kliennya dan para pekerja

komersial*. Jika seseorang dapat berfungsi sebagai mediator antara pembeli jasa

2 Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam, (Jakarta:
Kencana, 2009), him. 201.

¥ Kondar Siregar, Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi,
(Jakarta: Puspantara, tt), h.2

4 Nadya Indah Sholekah, Sanksi Pada Pelaku Mucikari Menurut Hukum
Positif, Surakrta 2019



seks dan pekerja seks komersial, individu tersebut dianggap sebagai mucikari. Dan
menawarkan tempat tinggal, misalnya rumah atau kamar, juga dianggap selaku
mucikari.

Pada sebagian permasalahan, mucikari pada umumnya juga bertindak sebagai
fasilitator dengan mempersiapkan lokasi untuk pekerja seks komersial dan pembeli
seks guna berzinah. Pelayanan ini dapat mencakup penyewaan penginapan atau
kamar bagi pekerja seks komersial untuk melakukan sebuah transaksi bisnis dan
untuk mendapatkan pelanggan yang bisa mengurangi resiko. Dalam kasus prostitusi
yang terorganisir, harus dibuktikan bahwa seseorang telah terlibat dalam prostitusi.
Para pelacur tidak akan memuat iklan pada koran demi meraih pelanggan terhadap
para pelacur; sebaliknya, mereka mengelolah bisnis ilegal tersebut, ini bisa sangat
sulit karena proses pembuktian yang sulit®.

Hukuman tidak dapat secara langsung menghentikan mucikari serta fasilitator
prostitusi, karena mereka adalah satu-satunya bagian dari rantai prostitusi. Namun,
praktik prostitusi dapat berdampak buruk pada masyarakat secara keseluruhan,
karena mucikari dan fasilitator merupakan bagian dari satu sama lain.®

Namun, ada juga orang yang melakukan prostitusi karena ingin secara mudah
mendapatkan uang dan memenuhi keinginan seksual mereka semata. Maraknya
tuduhan ditunjukkan kepada media massa, hal yang mendorong pemikiran serta
perilaku yang berlawanan dengan pada masyarakat Indonesia, karena menunjukkan

berbagai hal yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Pada diskusi tentang

% Omas Tapi Ihromi, Pengahpusan Diskriminasi Terhadap Wanita, (Bandung: P.T. Alumni
Bandung, 2006), h. 297
® Neng Djubaedah, Pornografi & Pornoaksi, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.184



prostitusi, topik utama adalah prinsip moral keagamaan’.

Pada praktik prostitusi, prostitusi dan faslitator merupakan tindakan yang
saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Fakta bahwa pekerja seks komersial,
fasilitator, dan mucikari terus beroperasi yaitu akibat yterdapat pelanggan yang
memerlukan jasa mereka, mucikari yang menjadwalkan pertemuan di bagi
pelanggan dan pekerja seks komersial, dan fasilitator yang menyiapkan lokasi untuk
pekerja seks komersial dan konsumen jasa seks untuk terlibat dalam aktivitas zina.
Selain dipandang sebagai profesi yang sangat beresiko, mucikari dan fasilitator juga
dianggap sebagai profesi yang memiliki banyak alasan karena mereka
memungkinkan orang untuk menikmati kesenangan dan menangis pada saat yang
sama karena pihak yang berwajib mungkin menangkap mereka dan itu salah satu
risikonya®,

Dengan banyaknya pekerjaan mucikari serta fasilitator yang menyajikan
rumah bordil dan lokasi pelacuran belum lama ini, khususnya para artis, pemerintah
harus memperhatikan hal ini karena artis adalah publik figur yang memiliki banyak
penggemar dan masyarakat luas dapat mengikuti aktifitas apapun yang dilakukan
oleh publik figur tersebut. Dalam kasus di mana artis terlibat dalam prostitusi,
mucikari juga berfungsi selaku fasilitator dengan menyajikan lokasi terhadap artis
dan konsumen jasa seks untuk melakukan hubungan seksual. Mucikari biasanya

melakukannya dengan menawarkan tempat seperti:

7 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: Raja Grafindo,
2005),h.80

8 Neng Djubaedah, Op.Cit, h.5



1. Menyewa penginapan sebagai lokasi mereka melangsungkan perbuatan zina; dan
2. menyediakan jasa sewa lokasi untuk melakukan perbuatan zina tersebut.

Pada bulan Mei 2023 di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek,
Jawa Timur, polisi menangkap bisnis prostitusi yang mengaku sebagai warung
kopi. Seorang wanita bernama WR (52) yang tinggal di Kabupaten Malang, Jawa
Timur, ditangkap karena menjadi buruh prostitusi. Selain itu, polisi mengamankan
seseorang bernama LL (36) yang tinggal di Blitar sebagai pekerja seks komersial
yang dipekerjakan oleh tersangka WR. Saksi LL bertugas sebagai PSK untuk
mendapatkan uang sebanyak Rp600.000,-. Sekali kencan, biaya Rp150.000,-
dikenakan, dan WR sebagai mucikari dan fasilitator meraup keuntungan Rp 25.000
untuk menyewa kamar. Pelaku WR mempersiapkan kamar kencan dan
menawarkan kamar kepada pelanggannya®.

Ada kasus prostitusi online yang terjadi pada bulan November 2023.
Prostitusi online ini terjadi di daerah Gresik, Jawa Timur. Menurut polisi, mucikari
dapat memperoleh uang sebesar Rp 3 juta setiap minggu dari bisnis ilegal yang
membantu menyediakan aktivitas seksual. Empat orang pekerja seks komersial
ditangkap, dan satu mucikari dengan inisial N (24) telah ditunjuk sebagai tersangka.
Praktik telah beroperasi selama satu bulan, dan saat diselidiki, dua wanita melayani

kliennya. Aplikasi Michat digunakan untuk mengoperasikan modus operandinya.*®

% Slamet Widodo, Prostitusi Berkedok Warung Kopi di Trenggalek, Polisi Tangkap Seorang
Muncikari, dibaca di https://amp.kompas.com/surabaya/read/2023/09/30/205228478/prostitusi-
berkedok-warung-kopi-di-trenggalek-polisi-tangkap-seorang diakses pada 30 September 2023

10 Sara Masroni, Prostitusi Online di Gresik, Mucikari Hasilkan Rp 3Juta per Minggu dari
Bisnis Haram itu, dibaca di https://aceh.tribunnews.com/amp/2023/11/02/prostitusi-online-di-
gresik-mucikari-hasilkan-rp-3-juta-per-minggu-dari-bisnis-haram-itu diakses pada 30 September
2023
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https://aceh.tribunnews.com/amp/2023/11/02/prostitusi-online-di-gresik-mucikari-hasilkan-rp-3-juta-per-minggu-dari-bisnis-haram-itu

Berdasarkan kasus prostitusi di atas, terlihat bahwa tindakan yang dilakukan
oleh mucikari dan fasilitator tersebut tentunya akan berdampak buruk pada para
pekerja seks komersial. Hal ini dapat menyebabkan mereka menjadi demoralisasi
di lingkungan mereka, terutama remaja. Selain itu, para pekerja seks komersial
tentunya akan dikecam dan dikucilkan oleh masyarakat setempat karena telah
melakukan pekerjaan yang mereka lakukan.

Mereka yang menggunakan agama sebagai pedoman hidup mereka tidak
memperhatikan agama sama sekali, dan prostitusi merupakan perbuatan yang
sangat ditentang oleh agama. Salah satu tindakan yang mengarah pada perlakuan
zina di agama Islam vyaitu prostitusi. Allah mengharamkan zina dan juga
mengharamkan semua sarana yang mendorong zina, seperti mucikari dan fasilitator
prostitusi'l. Sebagai agama yang mempertahankan kebiasaan masyarakat, Islam
tentu mengatur dan memperhatikan masalah penyakit sosial ini.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa mucikari dan fasilitator
melakukan perbuatan tersebut untuk mencari penghasilan atau nafkah, akan tetapi
perbuatan mucikari dan fasilitator tersebut melanggar adat, norma, dan agama. Oleh
karena itu saya tertarik untuk menulis dan meneliti penelitian ini, untuk mengetahui
sanksi yang tepat untuk mucikari dan fasilitator pada pandangan Hukum Islam dan
KUHP.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk

mengkaji dan mendeskripsikan serta membandingkan hal tersebut kedalam sebuah

11 Syeikh Athiyyah Shaqr, Fatawa Li al Syabab, terj.M. Wahib Aziz, Fatwa Kontemporer
Seputar Dunia Remaja, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), h.29



penelitian dengan judul: “SANKSI HUKUM BAGI MUCIKARI DAN
FASILITATOR DALAM PRAKTIK PROSTITUSI MENURUT HUKUM

PIDANA ISLAM DAN KUHP”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah
yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:
1. Bagaimana sanksi hukum terhadap mucikari dan fasilitator dalam hukum
pidana positif?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi mucikari dan fasilitator dalam praktik
prostitusi menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap mucikari berdasarkan konsep

hukum pidana positif dan hukum pidana Islam
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi fasilitator pada praktik prostitusi
berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam
D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian secara umum vyang dapat diambil berdasarkan

penulisan skripsi ini terdiri atas manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis,

yaitu sebagai berikut:



1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan akademis hukum Islam,
terutama yang berkaitan dengan hukum pidana Islam, dapat menggunakan temuan
penelitian ini untuk memperoleh pengetahuan praktis. Studi ini dapat digunakan
sebagai sumber untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang
bagaimana hukum pidana Islam dan KUHP memberikan sanksi hukum bagi

fasilitator serta mucikari pada praktik prostitusi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi inspirasi maupun alternatif
pencegahan oleh masyarakat demi menghindari profesi menjadi mucikari serta
fasilitator prostitusi. Dikarenakan prostitusi merupakan tindakan yang dilarang

oleh hukum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penting untuk menerapkan ruang lingkup penelitian agar penelitian tidak
menyimpang dari judul, rumusan masalah, atau bahasan penelitian. Karena itu,
penulis membatasi topik skripsi ini untuk membahas sanksi hukum terhadap
mucikari serta fasilitator prostitusi berdasarkan Hukum Pidana Islam dan KUHP.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu diagram atau rencana yang memuat gambaran
tentang segala sesuatu yang penulis jadikan bahan dalam penelitian ini

berdasarkan hasil penelitian tersebut:



1. Teori Pemidanaan

Dalam hal tujuan pemidanaan, teori tujuan sebagai teori teologis dan teori
gabungan sebagai perspektif integratif berpendapat bahwa pemidanaan memiliki
tujuan pliural. Kedua teori tersebut menggabungkan perspektif utilitarian dengan

perspektif retributivist.

Pandangan utilitarian, yang berpendapat bahwa tujuan pemidanaan harus
menghasilkan hasil yang menguntungkan, dan pandangan retributivist, yang
berpendapat bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui penerapan prinsip-

prinsip keadilan untuk mencapai tujuan teologis tersebut.?

Pada dasarnya, tujuan tersebut tercakup dalam beberapa teori pemidanaan
yang umum digunakan. Secara umum, teori pemidanaan terdiri dari dua teori, dan
teori baru muncul dari fusi kedua teori tersebut. Ada beberapa teori pemidanaan

yang digunakan untuk mendukung penjatuhan pidana:
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien)

Teori ini lahir pada akhir abad ke-18 dan juga dikenal sebagai teori mutlak
atau teori imbalan. Teori absolut ini menyatakan bahwa setiap kejahatan wajib
diarengi dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa adanya tawar menawar. Seseorang
dihukum akibat sudah dilakukannay perbuatan ilegal. Oleh karena itu, dalam teori
ini, pidana dapat dianggap sebagai bentuk pembalasan yang dimaksudkan oleh

negara untuk menyiksa orang yang bersalah atas perbuatannya. Tujuan dari

12 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni, 2002), him. 39.
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pemidanaan sebagai pembalasan biasanya adalah untuk membuat orang merasa

puas dengan menjatuhkan pidana yang sebanding dengan perbuatan mereka.
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doeltheorien)

Teori yang juga disebut sebagai teori nisbi ini menempatkan dasar
penjatuhan hukuman pada tujuan dan tujuan hukuman sehingga ditemukan
manfaatnya (nut van destraf). Untuk menjaga masyarakat tertib dan mencegah
kejahatan, teori penjatuhan pidana digunakan. Ada berbagai jenis pidana ini,
seperti menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Kemudian ada perbedaan
antara pencegahan umum dan khusus. Menurut asumsi umum, orang biasanya

tidak melakukan kejahatan.'*
3. Teori Gabungan (Verenigingstheorien)

Dalam teori gabungan, elemen pembalasan dan pertahanan tertib hukum
masyarakat tidak dapat diabaikan satu sama lain. Teori ini menggabungkan teori

absolut dan teori relatif.

Salah satu perbuatan melanggar hukum seperti yang dilaksanakan oleh
mucikari serta fasilitator pada praktik prostitusi yang dimana sudah jelas
perbuatan tersebut melawan hukum dan tindakan yang dilakukan melanggar
norma, adat serta agama. Tentunya mucikari dan fasilitator ini harus mendapatkan

sanksi pidana yang tepat guna memberikan efek jera pada pelaku.

13 Djoko Prakoso, Hukum Penintensier di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2008), him. 47.
14 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2004), him. 34.
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Seperti yang disebutkan di atas, bisa disimpulkan apabila teori ini tidak
hanya menghasilkan efek jera tetapi juga menghasilkan pemidaan yang bijaksana.
Kejahatan yang memiliki suatu delik yang dipandang bisa merugikan serta
merusak tatanan sosial masyarakat serta dipandang tidak bisa diperbaiki harus

dihukum.
2. Teori Takzir

Takzir sebagai instruksi yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i, seperti
instruksi terhadap seseorang yang mencaci-maki orang lain; namun, ini tidak
termasuk tuduhan berzina. Bentuk sanksi takzir tidak dijelaskan secara eksplisit
dalam Alquran dan hadis. Berbeda dengan gisas dan hudud, sanksi takzir tidak
disebutkan secara eksplisit dalam hukum Islam. Hakim atau penguasa lokal
memiliki wewenang demi menentukan ukuran maupun jenisnya. Memutuskan
jenis dan jumlah sanksi takzir ini sangat penting karena ini berkaitan dengan
kemaslahatan umum. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan nash

keagamaan dengan hati-hati, baik, dan mendalam.®®

Terdapat hadis Nabi maupun tindakan sahabat memberikan dasar hukum
disyariatkannya takzir. Hadis-hadis tersebut, termasuk yang diceritakan oleh
Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, menunjukkan bahwa Rasulullah
pernah menahan seseorang karena dianggap melakukan kejahatan. Abu Dawud,

Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Al-Baihagi semua meriwayatkan hadits ini.®

15 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), him. 93
16 I bid.
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Imam Al-Syaffi dan Abu Hanifah berpendapat bahwa, karena mendidik dan
memberi peringatan tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh penguasa
atau hakim yang ditugaskan oleh syariat, hukuman takzir harus disertai dengan
jaminan keselamatan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh

Abu Hurairah.

Menurut Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Sesungguhnya imam (pemimpin
pemerintah) adalah perisai (bagi rakyatnya).” Dari belakangnya, dia melawan
musuh. Menurut HR. Muslim dalam kitab Al-Imarah, jika imam memerintah
dengan takwa kepada Allah dan bertindak adil, dia akan menerima pahala, tetapi
jika ia memerintah dengan cara lain, dia akan menerima dosa dari

pemerintahannya.!’

Bisa dijabarkan apabila hak yang dilanggar, jarimah takzir dibagi atas dua

hal, yakni:8
a) Jarimah takzir melanggar hak Allah.

Artinya, semua perilaku yang berkesinambungan bersama kepentingan
dan kemaslahatan umum. Contohnya, menciptakan kerusakan di muka

bumi, menimbun bahan-bahan pokok, dan melakukan penyelundupan.
b) Jarimah takzir yang melanggar hak individu atau manusia.

Artinya, segala perbuatan yang menghasilkan kerugian terhdap orang

tertentu, dan bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik,

7 1bid, him. 95
18 1bid, him. 94
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penghinaan, penipuan, dan pemukulan

Secara alami, jarimah takzir bisa terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Takzir dalam perlakuan maksiat.

b. Takzir dalam perlakuan yang berbahaya terhadap kepentingan umum
c. Takzir akibat melanggar hukum.

Mempelajari dari dasar hukumnya (syaratnya), takzir juga bisa terbagi ke

dalam tiga bagian, yaitu:

a. Jarimah takzir berasal dari jarimah hudud atau gishash yang tidak
memenuhi syarat-syaratnya (misalnya, pencurian yang tidak mencapai

nisab atau dari pihak keluarga sendiri).

b. Jarimah takzir, misalnya riba, suap, dan pengurangan timbangan dan
takaran, yang disebutkan pada nash Syara tetapi belum ditetapkan

hukumnya
c. Jarimah takzir yang jenis serta sanksinya tidak diatur dalam syara.

Jarimah takzir yang disebutkan di atas diberikan seluruhnya terhadap ulil
amri, yang merupakan pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan oleh penegak
hukum. Hukuman pada Takzir tidak diatur oleh perintah (dari Allah dan Rasul-
Nya), serta hakim memiliki kewenangan dalam memperhitungkan jenis dan

tingkat hukuman yang akan diputuskan.®

19 Abdur Rahman, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
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Dalam hal penggolongan hukuman Takzir, yakni:

a. Hukuman yang menyangkut dengan tubuh Takzir, yakni: hukuman mati serta

hukuman cambuk.

b. Hukuman Takzir berkenaan dengan kemerdekaan, yakni: penjara dan

pengasingan.

¢. Hukuman Takzir merujuk terhadap harta, yaitu status benda milik pelaku, yakni

properti ditangkap.

d. Hukuman takzir lainnya, yakni:

1. Peringatan keras

2. Hadir di pengadilan

3. Saran yang diberikan

4. Referensi

5. Pengecualian

6. Pemutusan

7. Pelaporan publik tentang kesalahan

Banyak sekali terdapat hukuman takzir dikarenakan mencakup seluruh
perbuatan maksiat yang dapat diserahkan kepada ulil amri untuk penyelesaian
perkara jarimah. Hakim dapat memilih antara kedua hukuman tersebut

berdasarkan jumlah jarimah yang dilakukan pelaku.
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Inti dari jarimah takzir yaitu perilaku maksiat yang merugikan, seperti
perbuatan mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi ini tentunya sangat
menentang hak Allah hingga hak hamba yang sangat merugikan karena mucikari
dan fasilitator ini membantu terlaksananya perbuatan zina. Mengenai hukuman
takzir berfungsi sebagai Pelajaran bagi pelaku seperti mucikari dan fasilitator agar

mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

3. Teori Penyertaan (Deelneming)

Dalam bahasa Belanda, deelneming berarti keterlibatan. Di dalam hukum
pidana, deelneming dipermasalahkan karena suatu delik sering dilakukan oleh
beberapa orang, dan jika hanya satu orang yang melakukannya, pelakunya disebut
allen dader. Pertanggungjawaban dan peran setiap orang yang terlibat dalam suatu
peristiwa pidana harus dicari jika terdapat lebih dari satu orang. Perumusan tindak
pidana biasanya digambarkan sebagai berikut: Pertama, tindak pidana adalah
perbuatan manusia, termasuk pelanggaran, termasuk pengabaian (mengabaikan)
dan kelalaian. Kedua, tindakan tersebut dilarang dan diancam hukuman atau sanksi.
Ketiga, tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab atau

bertanggung jawab atas perbuatannya.?°

Penyertaan diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-

pasal tersebut penyertaan dibagi menjadi (2) bagian besar, yaitu:

1) Pembuat/Dader (pasal 55) yang terdiri dari:

20 Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggujawaban Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2008, him 12.
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a. Pelaku (Pleger)

Kedudukan pleger dalam pasal 55 KUHP janggal karena pelaku bertanggung
jawab atas perbuatannya (pelaku tunggal), sedangkan pleger adalah orang
yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan

dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan:

1. Pasal 55 menyebut siapa-siapa yang disebut sebagai pembuat jadi pleger

masuk didalamnya.

2. Mereka yang bertanggung jawab adalah yang berkedudukan sebagai

pembuat.?
b. Orang Yang Menyuruh Melakukan (Doenpleger)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan

orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat.

c. Orang Yang Turut Serta (Medepleger)

Menurut MvT (Memorie van Toelichting), medepleger adalah orang yang
dengan sengaja berpartisipasi dalam tindakan atau kejadian tertentu. Oleh
karena itu, kualitas setiap peserta tindak pidana sama. Kerja
sama/pelaksanaan bersama secara fisik: kerja sama yang erat memungkinkan

delik yang bersangkutan diselesaikan.

d. Penganjur (uitlokker)

Uitlokker adalah orang yang menggerakan orang lain untuk melakukan

21 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT. RajaGrafindo Persada,Jakarta, 2016, him 206
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suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan

oleh undang-undang secara limitatif.
2) Pembantu/Medeplichtige (pasal 56) yang terdiri dari:

a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan. Ini mirip dengan turut serta

(medepleger) namun perbedaannya terletak pada:

1. Pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang
pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.

2. Berbeda dengan turut serta sengaja melakukan tindak pidana dengan
bekerja sama dan dengan tujuan sendiri, pembantu hanya sengaja memberi
bantuan tanpa disyaratkan harus bekerja sama dan tidak bertujuan atau

berkepentingan sendiri.

3. Pembantuan dalam pelanggaran tindak dipidana (pasal 60 KUHP),

sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.

4. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang

bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.??

b. Pembantu Sebelum Kejahatan Dilakukan
Ini mirip dengan penganjur (uitlokker), tetapi pembantu sudah memiliki niat
atau keinginan untuk membantu kehendak jahat pembuat materil atau tidak.
Sebaliknya, penganjur menimbulkan keinginan untuk melakukan kejahatan

pada pembuat materil 23

22 1pid, him 210.
23 1bid, him 211.
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Menurut Simon, strafbaarfeit adalah perbuatan melawan hukum yang
berkaitan dengan kesalahan (schuld) yang mungkin dilakukan oleh seseorang.
Kesengajaan (dolus) dan alpa atau lalai (culpa lata) yang menggabungkan elemen
perbuatan pidana (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana (criminal liability)

termasuk dalam kategori kesalahan yang dimaksud.?
Peristiwa pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

1. Segi teori, maka peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah atau
pelanggaran tata hukum yang di adakan karena kesalahan pelanggar dan harus
diberikan hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan

menyelamatkan kesejahteraan umum.

2. Segi positif, bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan
dijatuhkannya pidana. 2°
Berdasarkan penjelasan pakar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa
perbuatan pidana yang mengandung unsur yang melanggar hukum akan dikenakan
sanksi atau hukuman yang berlaku untuk siapa saja yang melanggar larangan
tersebut. Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama adalah salah satu tindak
pidana yang paling umum di masyarakat. Pasal 170 KUHP mengatur hal ini secara

yuridis sebagai berikut:?

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

2 Andi Zainal Abidin Farid, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan  Delik
(Percobaan,Penyertaan, Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta,2006, him 224.

% Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2013, him 4.

% Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta,
2003, him 75.
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menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan

pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
(2) Yang bersalah diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan
sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan

mengakibatkan luka- luka;

2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan

mengakibatkan luka berat;

3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan

mengakibatkan maut.

G. Metode Penelitian

Kepenulisan kajian ilmiah memerlukan penelitian selaku alat guna mencapai
kesimpulan. Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah yang menggunakan
teknik, sistematisitas, dan pemikiran tertentu guna mempelajari gejala hukum
tertentu melalui analisisnya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif, yang berarti penelitian tentang hukum yang melihat standar atau aturan
yang berlaku di masyarakat. Menurut Soerdjono, sebagaimana dikutip oleh Henni

Muchtar, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang melakukan penelitian
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hanya pada bahan hukum sekunder atau pustaka.?’

2. Pendekatan Penelitian

Terdapata pendekatan penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini,

yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang — Undangan ( Statue Approach )

Penelitian ini memakai pendekatan undang-undang, yang berarti mengkaji
peraturan undang-undang dengan berkaitan terhadap masalah hukum yang
diteliti.?

b. Pendekatan Perbandingan ( Comparative Approach )

Pendekatan komparatif menganalisis dua atau lebih variabel, yakni mempelajari
dan menganalisis kedua persamaan dan perbedaan dari kedua hukum yang
dipelajari. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menjelaskan aspek kelebihan

dan kekurangan dari perbandingan tersebut.?°
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah sumber data

sekunder yang digunakan penulis pada penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

27 Henni Muchtar, Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak
Asasi Manusia, Jurnal Humanis, Vol 14 No. 1, 2015, him. 4. http://ejournal.unp.ac.id/ diakses pada
10 September 2023

28 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia
Group, 2021) him. 133

29 Muhajir, Pendekatan Komparatif Dalam Studi Islam. Al Mungidz: Jurnal Kajian Dan
Keislaman. Volume 2, Edisi 2, Juli 2013
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Dengan kata lain, materi hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan

yang paling baru dan berlaku, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana®°.

3. Al-Qur’an dan Hadist

4. Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang —Undang
Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia, Tahun 2023 Nomor 1.
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6842. 3!

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),

6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum pendukung, yang memberikan penjelasan dan penjelasan lebih

lanjut tentang bahan hukum utama. Bahan hukum pendukung dapat termasuk

karya ilmiah, jurnal, buku, dan hasil penelitian, antara lain.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah penjelasan dan pedoman untuk bahan hukum
primer dan sekunder. Kamus hukum, Internet, dan KBBI adalah contoh bahan

hukum tersier yang digunakan oleh peneliti.®?

%0 Indonesia, UU No 1 Tahun 1946, UU KUHP, LN No 127 Tahun 1958, TLN No 1660

31 Indonesia, Undang-Undang tentang Kitab Undang — Undang Hukum Pidana , UU No. 1
tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

32 M. Syamsudin, Oprasionalisasi Penelitian Hukum, ( Jakarta, Raja Grafindo Persada,
2007)hIm. 96
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk mencari dan
mengumpulkan bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku,
jurnal, dan artikel ilmiah tentang masalah hukum mengenai sanksi hukum bagi

fasilitator serta mucikari.
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Peneliti akan mempelajari, menganalisis, serta menjabarkan temuan penelitian
ini guna memecahkan masalah penelitian ini. Setelah proses pengumpulan bahan
hukum selesai, peneliti akan mengelola data yang diperoleh berdasarkan

penelitian ini.
6. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum, di mana metode deskriptif kualitatif digunakan untuk
penelitian ini, data yang diperoleh dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang
disusun secara sistematis, jelas, dan rinci. Lalu diinterpretasikan pada penelitian

menggunakan logika deduktif untuk menjawab pokok bahasan penelitian skripsi.
7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini akan menggunakan penalaran induktif berdasarkan bukti untuk
mencapai kesimpulan. Bukti khusus atau spesifik akan digunakan sebagai dasar

penarikan kesimpulan.®

33 Amiruddin dan Asikin, Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, PT Raja
Grafindo Persada,2014) , hIm. 166
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